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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2017

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur.
2. Sdrfi. Bupati/Walikota.
3. Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota
di
SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN
NOMOR  SE.099/4995/0TDA
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sehubungan dengan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri yang
menggunakan APBN atau APBD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf i dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa ‘kepala
daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin
dari Menteri dan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan
oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta olsh Menteri untuk bupati
dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota.

2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
serta Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan
perjalanan dinas luar negeri, dengan pertimbangan :

a. Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selekif, untuk kepentingan
yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja

sama luar negeri, serta hasil-hasilnya secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi
peningkatan kinerja pemerintah dan kepentingan daerah.

Membatasi jumlah rombongan yang akan ikut dalam

dan hanya yang bidang tugasnya san:
dibahas.

jumlah yang sangat terbatas,
gat terkait dengan substansi yang akan

Membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 1 minggu (7 har), kecuali untuk
hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan.
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Di dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i
ang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil N
nterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan W
Dasrah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan
a Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupai dan Weakil Bupati, Wallkota dan Wakil

Walikota, serta Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD U yang
telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil
perjalanan dinas luar negeri dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
selesai melakukan perjalanan dinas.
. Gubernur dan Wakil Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden
dan Sekretaris Kabinet.
BupatiWalikota dan Wakil BupatiWalikota, serta Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada
Menteri Dalam Negeri.

4. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri
berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

o

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Bapak Menteri Dalam Negeri.




